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ABSTRACT

The development of the era globalisation in rthythm with the development of
crime that occcurs in society. From ordinary crime to extraordinary crime,human
trafficking is one of the illegal businesses that occurs today, either on land and at sea.
Indonesia is an archipelagic country that has many small unguarded borders, which
makes the practice of trafficking in persons very easier to be done, especially in
Batam. This is because the Batam area and its surroundings are archipelagic areas so
that it has quite a lot of official and unofficial port routes and is directly adjacent to
several neighboring countries such as Malaysia and Singapore. So that it becomes a
gateway for human traffickers to enter and exit

This type of research is classified as sociological research, because in this
study the author directly conducts research at the location or place in order to provide
a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted
at Kepulauan Riau Police, Embun Pelangi Fudation, P3AP2KB Service, and while
the population and sample are all parties related to the problem examined in this
study, the source of the data used, primary data, and secondary data, and tertiary data,
the data collection techniques in this study were carried out by interview, and
literature study.

The results of the study include: First, the cause of human trafficking is;
poverty, lack of employment, lack of education and information, and weak law
enforcement and the influence of globalization. Second, the factors of smuggling
activities in an organized manner, the modus operandi is cut off, the budget, the lack
of legal awareness in the community, as well as geographical factors that make it very
difficult to eradicate. Third, The Riau Islands Regional Political Party has made
various efforts to combat human trafficking crimes including; conducting counseling,
seminars, improving social protection programs and collaborating with various
related authorities, which are delivered bhabinkamtibnas, immigration, BP2MI, and
hospitals.
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A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu
negara di dunia yang memiliki potensi
besar terjadinya kejahatan, bukan
hanya kejahatan biasa namun juga
kejahatan transnasional. Perdagangan
orang (human trafficking) dapat
dikategorikan sebagai “perbudakan

modern”. Perdagangan orang
merupakan persoalan global serius,
yang sekaligus merupakan

permasalahan pelanggaran tehadap
Hak  Asasi  Manusia (HAM),
perlindungan terhadap Hak Asasi
Manusia menekankan bahwa setiap
orang dilahirkan memiliki kebebasan,
dengan harkat dan martabat yang

sederajat, serta berhak atas
perlindungan tanpa diskriminasi
Pada kenyataannya

perdagangan orang terjadi  atas
permintaan dan persetujuan dari orang
atau  kelompok yang  memiliki
keinginan untuk dikirimkan keluar
negri (menjadi TKI), alasan yang
paling umum terjadi yakni kurangnya
keahlian dan lapangan kerja yang
kurang mencukupi di daerah tempat
tinggal serta berharap mendapatkan
pekerjaan yang lebih baik lagi untuk
memperbaiki status ekonomi, serta
masih banyaknya fasilitator yang
berada di wilayah Kota Batam
Kepulauan Riau.

Tindak pidana perdagangan
manusia sering terjadi dikarenakan
Batam terkenal sebagai jantung
aktivitas perdagangan dan industri
sejak era 1990an mengingat pesatnya
perkembangan  kota ini  hingga
sekrarang, selain itu juga merupakan
wialyah yang berbatasan langsung
dengan negara-negara tetangga seperti

Malaysia dan  Singapore, serta
memiliki jalur-jalur keluar masuk yang
resmi maupun tidak resmi. Yang
menjadikan batam sebagai daerah
transit bagi para korban dan juga
traffickers  sebelum  melanjutkan
perjalanan ke negara- negara tujuan.
Faktor geografis tersebut yang menjadi
salah satu pendorong terjadi tindak
pidana perdagnagan manusia. Dari
data yang di dapat mencatat beberapa
kasus perdagangan manusia yang
terjadi di kepulauan Riau dilihat dari
data tahun 2017 sampai dengan 2020.
Tabel 1.1
Perdagangaan Manusia di
Wilayah Hukum Kepolisian
Daerah KepulauanRiau
Tahun 2017-2020

N | Tah | Juml | Julah | Juml
0 un ah tersan ah
kasus | gka korb

an

1 | 2017 2 4 9
(dua) | (orang) | (oran

g)

2 12018 5 8 41
(lima | (orang) | (oran

) g)

312019 6 9 52
(ena | (orang) | (oran

m) g)

4 12020 7 14 39
(tujuh | (orang) | (oran

) g)

Sumber Data :Subdit Vi
Ditreskrimum POLDA Kepri

Human  Trafficking menjadi
lahan bisnis tersendiri yang sangat
menguntungkan bagi para pelaku.
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Secara umum, kasus mengenai
pedagangan manusia tiap tahunnya
selalu mengalami peningkatan.
Peningkatan  kasus  perdagangan
perempuan ini juga di alami oleh
indonesia khususnya daerah kepulauan
riau. Dengan demikian, perdagangan
manusia adalah salah satu
permasalahan yang aktual, faktual,
sekaligus  menarik untuk dikaji.
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan
judul  “Amnalisis Hukum Terhadap
Pemberantasan Tindak  Pidana
Perdagangan Orang (Human
trafficking) Di Batam. (Studi Kasus
Di  Wilayah Hukum Kepolisian
Daerah Kepulauan Riau)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor — faktor penyebab
terjadinya Tindak Pidana
Perdagangan  Orang (Human
Trafficking) di Wilayah Hukum
Daerah Kepulauan Riau ?

2. Apa saja kendala dalam
memberantas Tindak Pidana
Perdagangan  Orang (Human
Trafficking) yang terjadi di Wilayah
Hukum Daerah Kepulauan Riau ?

3. Bagaimana upaya pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Oran
(Human Trafficking) yang
dilakukan oleh kepolisian Wilayah
Hukum Daerah Kepulauan Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Apa saja

faktor — faktor penyebab terjadinya

Tindak Pidana Perdagangan Orang (

Human Trafficking )

b. Untuk mengetahui Apa saja
kendala dalam memberantas atau
menanggulangi Tindak Pidana

Perdagangan  Orang (  Human

Trafficking )

c. Untuk mengetahui Bagaimana

upaya pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Human

Trafficking) di  Wilayah Hukum

kepolisian Daerah Kepulauan Riau

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini ditujukan untuk
menyelesaikan tugas akhir
perkuliahan Strata Satu di Fakultas
Hukum Universitas riau

b. Penelitian ini untuk menambah
pengetahuan dan pemahaman bagi
penulis khususnya dalam
memahami tindak pidana kejahatan
perdagangan orang ( Human
Trafficking).

c. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan bahan referensi
kepustakaan Uniersitas Riau dan
sebagai sumbangsih penulis
terhadap almamater serta terhadap
seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori
1. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang — Undang Nomor
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:
“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah
seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk tuhan yang maha
esa dan merupakan anugerahnya
yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh Negara,
hokum, pemerintah dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan
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harkat dan martabat manusia™"'
Perdagangan orang merupakan
pelanggaran terhadap hak dan
kewajiban mansia menurut kodrat
yang diberikan oleh penciptaknya
(Tuhan), yaitu hak untuk hidup bebas
dan tidak boleh diperlakukan seperti
makhluk lainnya (binatang), bahkan
tidak dianggap sebagai barang
(walaupun berujud). Karena itu
upaya untul memperdagangkan
seperti barang dagangan,
dierjualbelikan, dirampas hak
assasinya, bahkan diperlakukan lebih
buruk dari dari hanya sekedar
perbdudakan, yaitu adanya resiko
kematian.”
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari
bahasa Inggris yakni Policy atau
dalam bahasa Belanda Politiek yang
secara umum dapat diartikan sebagai
prinsip- prinsip umum yang berfungsi
untuk  mengarahkan  pemerintah
(dalam arti luas termasuk pula aparat
penegak hukum dalam mengelola,
mengatur, ataumenyelesaikan urusan-
urusan  publik, masalah-masalah
masyarakat  atau  bidang-bidang
penyusunan peraturan perundang-
undangan dan pengaplikasian hukum
atau  peraturan, dengan tujuan
(umum) yang mengarah pada upaya
mewujudkan  kesejahteraan  atau
kemakmuran masyarakat (warga

' Pasal 1 Undang — Undang Nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2 Henny Nureaeny, Tindak Pidana
perdagangan Orang, sinar Grafika, Jakarta,
2011, hlm. 241

negara).” Kebijakan hukum pidana
terkandung di  dalamnya tiga
kekuasaan atau kewenangan, yaitu
kekuasaan  legislatif  berwenang
dalam hal  menetapkan  atau
merumuskan perbuatan apa yang
dapat dipidana yang berorientasi pada
permasalahan pokok dalam hukum
pidana meliputi perbuatan yang
bersifat melawan hukum, kesalahan
atau pertanggungjawaban pidana dan
sanksi apa yangdapat dikenakan oleh
pembuat undang-undang. Tahap
aplikasi merupakan kekuasaan dalam
hal menerapkan hukum pidana oleh
aparat  penegak  hukum  atau
pengadilan, dan tahapan eksekutif
atau administratif dalam
melaksanakan hukum pidana oleh
aparat pelaksana atau eksekusi
pidana.’
3. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum sebagaimana
dikemukakan oleh Kadir Husein,
adalah suatu sistem pengendalian
kejahatan  yang dilakukan oleh
lembaga  Kepolisian,  Kejaksaan,
Pengadilan, dan Lembaga
Pemasyarakatan atau lebih dikenal
dengan istilah Sistem Peradilan Pidana
(SPPY’. Penegakan hukum dalam arti
luas bukan hanya monopoli aparat
negara yang berwenang saja, akan

® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai

Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2010, him. 23.
* Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan
Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media
Group, Jakarta, 2007, hlm. 78.

5Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006, him: 244
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tetapi juga ikut sertanya masyarakat
yang bermuara pada rakyat Indonesia
yang sadar hukum®. Hukum bertugas
menciptakan kepastian hukum karena
bertujuan  menciptakan  ketertiban
masyarakat. Dalam penegakan hukum
ada 3 unsur yang harus diperhatikan

yaitu; kepastian hukum
(recttssicgheit), kemanfaatan
(zweckmassigkeit) dan keadilan
(gerechttigheit)’.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah  penyelidikan
terhadap suatu peritiwa (karangan,
atau perbuatan, dan sebagainya)
untuk mengetahui keadaan yang
sebenarnya (sebab — mushabab,
duduk perkaranya, dan
sebagainya).®

2. Hukum adalah keseluruhan
peraturan  bagi kelakuan atau
perbuatan manusia di  dalam
masyarakat, yang pelaksanaannya
dapat dipaksakan dan bertujuan
mendapatkan tata atau keadilan.’

3. Tindak Pidana atau perbuatan
pidana adalah perbuatan kejahatan
atau sebagian dari suatu kenyataan
yang dapat dihukum."

4. Perdagangan orang adalah adalah
tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman,

6Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana
Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988,
hlm: 95

’Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum
(suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991,
him.134.

8https;//kbbi.web.id/analisis,html

°R. Soeroso, Penghantar Ilmu Hukum, Sinar
Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 27.

®Pasal 1 butir ke 11, undang-undang no 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

pemindahan, atau  penerimaan
seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau
manfaat,sehingga memperoleh
persetujuan  dari orang yang
memegang kendali atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di
dalam negara maupun antar negara,
untuk  tujuan  pelacuran  dan
eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi.''

5. Provinsi Kepulauan Riau adalah
wilayah hukum yang dipilih oleh
penulis untuk melakukan penelitian
mengenai perdagangan orang (
trafficking ), karena banyak
terjadinya praktek perdagangan
orang di Wilayah Kepulauan Riau

F. Metode Penelitian
Untuk melakukan penelitian yang
lebih baik dan terarah diperlukan suatu
metode penelitian untuk mencari data
yang lebih akurat dan benar guna
menjawab  pokok  permasalahan,
dengan metode sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum
sosiologis  yaitu penelitian yang
hendak melihat kesatuan antara hukum
dan masyarakat dengan adanya
kesenjangan antaradas sollen dan das
sein.

2. Lokasi Penelitian

"Pasal 1 ayat 1 Undang — Undang Nomor 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak
pidana Perdagangan Orang
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Untuk  memperoleh  data  yang
diperlukan dalam melakukan
penelitian, maka penelitian ini
dilakukan ~ di =~ Wilayah ~ Hukum
Kepolisian Kepulauan Riau,Yayasan
Embun Pelangi, dan Dinas
Pemberdayaaan Perempuan,
Perlindungan  anak, Pengendalian
Penduduk, dan KB  dimana tindak
pidana perdagangan orang atau human
trafficking itu terjadi, sehingga penulis
merasa tertarik untuk meneliti lebih
jauh mengenai permasalahan tersebut.
3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau
unit yang mempuyai ciri-ciri atau
karakteristik  yang sama. Atau
keseluruhan objek yang memiliki ciri
yang sama

b. Sampel

Untuk memudahkan dalam penulisan
dalam melakukan penelitian maka
penulis menentukan sampel, dimana
sampel merupakan bagian  dari
keseluruhan  populasi yang akan
dijadikan objek penelitian yang
dianggap dapat mewakili keseluruhan
populasi

4. Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam
penelitian  hukum  sosiologis ini
diperoleh melalui 3 (tiga) bahan
hukum yaitu :

a. Data Primer

l. Data primer adalah yaitu bahan
hukum yang bersumber dari penelitian
kepustakaan yang diperoleh dari
undang-undang antara lain KUHP,
KUHAP, dan Undang-Undang Nomor
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, dan juga data
yang diperoleh langsung dengan
mewawancarai aparat penegak hukum
di KepolisianWilayah Hukum
Kepolisian Kepulauan Riau, Direktur
Yayasan Embun Pelangi, dan Kepala
Dinas Pemberdayaaan Perempuan,
Perlindungan  anak, Pengendalian
Penduduk, dan KB

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan
penelitian yang berasal dari literatur
dan hasil karya ilmiah dari kalangan
hukum yang berkaitan dengan pokok
pembahasan, data yang diperoleh
peneliti  antara  lain, mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud
laporan, buku harian dan seterusnya,
b. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-
bahan penelitian yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap
baham hukum primer dan sekunder,
seperti kamus bahasa Indonesia dan
internet.

S. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data juga dapat
menggunakan beberapa metode dan
penulis menggunakan metode yaitu :

a. Wawancara

Metode ini menggunakan cara dengan
bertatap muka secara langsung dan
memberikan  beberapa pertanyaan-
pertanyaan kepada narasumber, yaitu
dengan dengan teknik wawancara
langsung dengan Reserse Kriminal
KepolisianWilayah Hukum Kepolisian
Kepulauan  Riau,Yayasan = Embun
Pelangi, dan Dinas Pemberdayaaan
Perempuan, Perlindungan anak,

12Soerjono Soekanto, Op.cit, him. 12.
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Pengendalian Penduduk, dan KB dan
Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang.
a. Kuisioner
Kuisioner di bagikan kepada pihak-
pihak terkait dengan warga yang
menjadi  wilayah terjadinya tindak
pidana perdagangan manusia di Batam
b. Kajian Kepustakaan
Yaitu dokumen-dokumen atau bahan
bacaan seperti buku-buku yang
terdapat di perpustakaan maupun buku
yang dimiliki oleh penulis sendiri,
serta  mengkaji, menelaah  dan
menganalisis sebagai literatur yang
berhubungan dengan permasalahan
yang berhubungan dengan
permasalahan yang sedang diteliti.
a. Analisis Data
Dalam penelitian hukum sosiologis
data dapat dianalisis secara kualitatif,
sedangkan metode berfikir yang
digunakan oleh penulis yaitu deduktif
yakni penarikan kesimpulan dan
bagian umum yang merupakan
permasalahan umum kepada
permasalahan khusus.
BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum TPPO
1. Pengertian Tindak Pidana

Perdagangan Orang
Pengertian tindak pidana perdagangan
orang sebagai terjemahan dari "Human
Trafficking” dalam bahasa Inggris
yang menjadi standar internasional
untuk mengidentifikasi segala kegiatan
illegal yang  berkaitan  dengan
pemindahan atau transfer manusia dari
suatu negara dengan negara lain
dengan tujuan untuk memproleh
keuntungan secara komersil dengan
cara mengeksplotasi manusia tersebut

tanpa menghormati dan mengindahkan
harkat dan martabat serta hak asasi
manusia.Perserikatan Bangsa—Bangsa
(PBB) melalui United Nations Office
On Drugs and Crime (UNODC)
mendefenisikan Human Trafficking
sebagai berikut; “Human Traffickingis
a crime against humanity. It involves
an act of recruitingtransporting,
transfering, harbouring or receiving a
person through a use of force, coercion
or other mean, for the purpose of
exsploiting them”

2. Tinjauan Umum Penegakan

Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
Jadi  penegakan  hukum  pada
hakikatnya adalah proses perwujudan
ide-ide. Penegakan hukum adalah
proses dilakukanya upaya tegaknya
atau  berfungsinya  norma-norma
hukum secara nyata sebagai pedoman
pelaku  dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Penegakan hukum juga
dapat di artikan sebagai usaha
melaksanakan hukum sebagaimana
mestinya, mengawasi pelaksanaanya
agar tidak terjadi  pelanggaran
memulihkan hukum yang dilanggar itu
supaya ditegakkan kembali

BAB II1
GAMBARAN UMUM LOKASI
PENELITIAN

A. Gambaran umum Kota Batam
Pulau batam dihuni pertama kali oleh
orang melayu dengan sebutan orang
selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau
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yang  pernah  menjadi  medan
perjuangan Laksamana Hang Nadim
dalam melawan penjajah ini digunakan
oleh pemerintah pada dekade 1960-an
sebagai basis logistik minyak bumi di
pulau sambu. Pada dekade 1970-an,
dengan tujuan awal menjadikan Batam
sebagai  Singapura-nya  Indonesia,
maka sesuai Keputusan Presiden
nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam
ditetapkan sebagai lingkungan kerja
daerah industri dengan didukung oleh
Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam atau lebih dikenal dengan
Badan Otorita Batam (BOB) sebagai
penggerak pembangunan Batam.
b. Gambaran Umum POLDA Kepri
Dengan terjadinya Pemekaran Provinsi
kepulauan Riau dari sebelumnya
tergabung ke dalam wilayah Provinsi
Riau maka perlu dirasa untuk
membentuk Kepolisian Daerah baru
yang menaungi wilayah Kepulauan
Riau. Sesuai dengan surat keputusan
Kapolri dengan nomor:
SKEP/09/111/2005, per tanggal 3 Maret
2005 dibentuklah Polda Kepri dengan
status persiapan, yang sebelumnya
tergabung kedalam Polda Riau,
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

a. Faktor - Faktor Penyebab

Terjadinya Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Human

Trafficking)
Perdagangan orang merupakan salah
satu bentuk kejahatan transnasional
yang bertentangan dengan harkat dan
martabat serta melanggar HAM,
sehingga dalam pencegahan dan
penangannannya diperlukan langkah-
langkah koknrit, komperhensif, sera

keterlibatan  seluruh  unsur  baik
pemerintah, masyarakat, dan semua
pemangku kepentingan lainnnya.*’
perdagangan orang juga terbilang
sebagai aksi yang mendatangkan
keuntungan finansial terbesar setelah
penyelundupan narkoba dan senjata.
Permasalahan perdagangan orang saat
ini telah menjadi suatu keprihatinan
bukan hanya bagi lingkup nasional,
namun juga bagi dunia internasional.
Hal ini mengingat sejumlah
pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) dianggap sebagai akibat dari
perdagangan orang. Pelanggaran HAM
yang dimaksud seperti kerja paksa,
eksploitasi seksual dan tenaga kerja,
kekerasan, serta perlakuan sewenang-
wenang terhadap para korbannya.
Berikut beberapa faktor penyebab
terjadinya Tindak Pidana Perdagangan
Orang ;

1.Kemiskinan (Permasalahan

ekonomi) merupakan faktor utama
yang melatarbelakangi terjadinya
TPPO

2.Kurangnya Lapangan Pekerjaan,
untuk mendapatkan pekerjaan
Dibutuhkan tingkat intelegensi
tertentu, syarat pendidikan tertentu,
keahlian tertentu, pengalaman
dibidang tertentu dan hal-hal tertentu
lainnya. Bagi orang yang mampu
memenuhi syarat tersebut maka akan
mampu mendapatkan pekerjaan, bagi
mereka yang tidak memenuhi

3 Rencana aksi nasional pemberantasan tindak
pidana pedagangan orang tahun 2015 -2016,
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Deputi Bidang Perlindunagn Hak Perempuan,
Cetakan Tahun 2017
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persyaratan maka mereka tentu akan
mencari pekerjaan yang menerima
mereka tanpa persyaratan rumit
tersebut
3.Kurangnya Pendidikan dan
Informasi, Orang dengan pendidikan
terbatas memiliki lebih sedikit
keahlian/ skill dan kesempatan kerja,
sehingga mereka lebih tertarik oleh
iming-iming pelaku untuk bermigrasi
mencari pekerjaan yang tidak
membutuhkan keahlian khusus.
4.Lemahnya Penegakam  Hukum,
Penerapan hukum yang telah di
tetapkan diharapkan agar bisa menjadi
perwujudan menifestasi dari nilai
kepercayaan dari masyarakat kepada
penegak hukum yang sebagai orang
yang dipercaya untuk menegakkan
keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan sosial menjadi kenyataan
dalam pelaksanaanya.
5. Pengaruh Globalisasi, Seiring
berkembangnya  zaman, berbagai
macam perubahan terjadi dalam aspek
kehidupan manusia dan demikian juga
dengan bentuk-bentuk kejahatan yang
seakan  tidak mau  ketinggalan.
Indonesia merupkan negara tidak tidak
luput dari dari pengaruh keterbukaan
dan kemajuan diberbagai aspek
teknologi, politik dan ekonomi.
Terjadinya globalisasi di negara
berkembang khususnya Asia
meningkatkan berbagai aspek yang
salah satunya kemudahan tarnsportasi
yang menyebabkan berkembangnya
turisme internasional, yang mana
dalam skala global pelacuran dan
turism sex merupakan suatu bisnis
yang menguntungkan.
b. Kendala Dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan

Orang (Human Trafficking) Di
Wilayah Hukum Kepolisian
Daerah Kepulauan Riau.
1. Faktor Kegiatan Perdagangan
Manusia Yang Terorganisir
Dalam  kegiatan tindak  pidana
perdagangan manusia yang menjadi
pelaku bukan saja hanya penampung
dan pengirim di lokasi transit, akan
tetapi juga adanya peran fasilitator dari
awal perekrutan,Sehingga dari peranan
masing-masing ini menjadikan
kegiatan perdagangan manusia ini
secara terorganisir dan tidak mudah
diketahui oleh pihak berwenang.
2. Faktor Modus Operandinya
Yang Terputus
Dalam melakukan penanganan
terhadap  kasus  tindak  pidana
perdagangan manusia, pihak
kepolisian mendapat kendala dalam
mengetahui siapa pemegang kendali
peranan besar dalam perkara ini,
seperti dalam penjalanan kejahatan ini
mereka hanya saling berkoordinir
tanpa bertemu langsung sehingga
menjadikan kendala sulitnya untuk
menemukan mata rantainya.
3. Faktor Anggaran
Dalam melakukan penyidikan/
memberantasnya pihak  kepolisian
mendapat kendala dalam anggaran
yang dikeluarkan untuk menyelesaikan
kasus perdagangan manusia ini, dalam
penyelesaian  kasus ini  banyak
membutuhkan dana yang cukup besar
dimana seperti pemanggilan para ahli
yang didatangkan langsung untuk
kasus ini seperti jika korban dari
perdagangan manusia ini adalah
perempuan, maka mereka
menggunakan ahli seperti komnas
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perempuan dan maupun ahli-ahli
lainya
4. Faktor Kesadaran Hukum
Masyarakat Yang Masih Kurang
Dalam masyarakat maju orang yang
patuh terhadap hukum karena memang
jiwanya  sadar  bahwa  mereka
membutuhkan hukum dan hukum itu
bertujuan  baik untuk  mengatur
masyarakat secara baik benar dan adil.
Dalam hal ini mereka patuh terhadap
hukum bukan karena keyakinan secara
langsung bahwa hukum itu baik atau
karena ~ membutuhkan  melainkan
mereka patuh kepada hukum lebih
karena dimintakan, bahkan dipaksa
oleh para pemimpin atau karena
perintah agama atau kepercayaan.'*
5. Faktor Kondisi Geografis
Kondisi Geografis dari Provinsi Kepri
berupa kepulauan dan perairan,
sehingga banyaknya jalur yang resmi
maupun tidak resmi dimanfaatkan oleh
para pelaku untuk mengirim TKI /
PMI ataupun calon korban TPPO

G. Upaya Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (
Human  Trafficking ) Yang
Dilakukan Oleh  Kepolisian
Negara  Republik Indonesia
Daerah Kepulauan Riau.

Beberapa upaya yang dilakukan pihak

kepolisian Daerah Kepulauan Riau

dalam memberantas terhadap tindak

pidana perdagangan manusia di

14http://www.kesadaran- dan-kepatuhan-
hukum-dalam-masyarakat.com, diakses
tanggal 30 Oktober 2020.

wilayah hukum kepolisian Daerah

Kepulauan Riau."

1. Memberikan Penyuluhan / Ceramah
berupa edukasi dan informasi
berupa  peningkatan  kesadaran
masyarakat tentang hak-hak
perempuan dan anak secara rutin
kepada lingkungan masyarakat dan
sekolah berkaitan dengan norma —
norma (agama, adat, hukum dan
sosial) yang berlaku di masyarakat.

2. Menyelenggarakan berbagai
seminar/lokakarya bertujuan
memberikan  informasi  tentang
ketentuan/peraturan terkait tindak
pidana perdagangan orang dan
eksploitasi anak.

3. Peningkatan program perlindungan
dan sosial bagi masyarakat dan
lebih meningkatkan pengawasan
terhadap pelabuhan-pelabuhan yang
resmi maupun tidak resmi yang
sering di gunakan dalam proses
terjadinya suatu TPPO.

4.Berkerjasama  dengan  instansi
terkait dalam menangani tindak
pidana perdagangan orang (anak),
diantaranya ;

a. Bhayangkara pembina
keamanan dan ketertiban
masyarakat (Bhabinkamtibmas)

b.  Kerjasama antar pihak kepolisian
dengan pihak imigrasi

C. Kerja sama antar pihak

Kepolisian dengan Badan Pelindung

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

“Wawancara dengan Reserse Kriminal
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Ibu
Yulianti Asril, SH,. MH hari Jumat tanggal 29
Januari 2021 di Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Riau alis.
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Kerja sama antar pihak Kepolisian
dengan DP3P2&KB

Melakukan kerja sama antar
Kepolisan Daerah Wilayah Kepulauan
Riau dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak
Dan Pemberdayaan Penduduk dan KB
dalam bentuk pemberian Konsultasi
Psikologis terhadap korban TPPO
berupa konseling dan pendampingan,
melakukan  penyuluhan  mengenai
bahaya dari Tindak pidana Perdagngan
Orang, serta pemberian pelatihan
keterampilan guna meningkatkan taraf
hidup keluarga'®.
d. Kerja sama antar pihak

Kepolisian dan Dinas
kesehatan/Rumah sakit.
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab timbulnya tindak
pidana perdagangan orang di Batam,
Kepulauan Riau merupakan latar
belakang pendorong tumbuh dan
berkembangnya kasus perdagangan
orang, yang mana di antaranya yaitu
faktor kemiskinan, rendahnya
pendidikan dan kurangnya informasi,
dan kurangnya lapangan pekerjaan,
lemahnya penegakan hukum, serta
pengaruh globalisasi.

2. Kendala dalam  pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang di
batam, kepulauan ~ riau  1ialah
dikarnakan faktor kegiatan
perdagangan manusia ini terjadi secara
terorganisir, serta modus operandinya
yang terputus. Kemudian diakrnakan

'® Wawancara dengan Ketua Dinas P3AP2KB
Ibu Misni, SKM., Msi pada hari Kamis 28
Januari 2021

faktor anggaran yang tidak mencukupi,
dan juga diakibatkan oleh faktor
kesadaran hukum masyarakat yang
masih sangat minim. Serta kondisi
geografis pulau batam sendiri yang
sangat strategis untuk terjadinya kasus
perdagangan manusia.

3. Upaya pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang dikota Batam salah
satunya dilakukan melaului perumusan
kebijakan/ formulasi yang berlaku
secara lokal mengenai pencegahan
tindak pidana perdagangan orang.
Selain itu Polda Kepulauan Riau juga
turut serta dalam  memberikan
penyuluhan, seminar serta lokakarya
dan peningkatan program
perlindungan dan sosial kepada
masyakat guna memberantas tindak
pidana perdagangan manusia.

B. Saran

1. Tindakan perdagangan orang cukup
kompleks dengan beragam modus
perbuatannya. Jaringan kejahatan ini
tersebar bukan hanya dibeberapa
daerah tetapi sampai keluar negeri
maka perlu adanya upaya
penaggualangan tindak pidana
perdagangan orang yang dilakukan
dengan serius dengan jika
memungkinkan perlu dibentuk
lembaga khusus untuk memberantas
kejahatan terhadap hak asasi manusia
ini, seperti halnya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) untuk
memerangi korupsi di Indonesia.

2. Dalam menghadapi modus-modus
operandi yang di lakukan oleh para
pelaku, maka pihak kepolisian
Kepulauan Riau harus melakukan
penjagaan perbatasan yang lebih
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maksimal lagi, tidak hanya terdapat
penjagaan di jalur pelabuhan yang
resmi saja namun harus juga di
lakukan patroli terhadap jalur-jalur
yang  tidak resmi, kemudian
melakukan berbagai kerjasama antar
pihak  seperti  imigrasi, petugas
pelabuhan, dan peran serta masyarakat
terhadap terjadinya praktek
perdagangan manusia ini.

3. Masih maraknya kejahatan tindak
pidana perdagangan orang(Human
Trafficking ) menggambarkan bahwa
Indonesia khususnya kota Batam
belum optimal dalam mengatasi tindak
pidana perdagangaan orang.
Pemerintah pusat maupun daerah
bersama dengan penegak hukum
dalam hal ini Polda Kepri perlu
mengevaluasi  kinerja yang telah
dilakukan selama ini, memastikan
apakah setiap anggota gugus tugas
telah melaksanakan tugasnya dengan
benar dan bertanggung jawab, serta
mengikutsertakan masyarakat untuk
membantu mencegah dan
menanggulangi tindak pidana
perdangan orang.
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